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PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM MELALUI BATAM CORPORATE UNIVERSITY

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur
guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN] di
lingkungan Pemerintah Kota Batam yang berintegritas,
kompeten, dan profesional sesuai dengan kebutuhan
organisasi maka perlu adanya pengembangan kompetensi
Aparatur Sipil Negara yang sesuail dengan fungsinya secara
sistemnatis dan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a)
Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2020,
pengembangangan kompetensi dilaksanakan melalul
pendekatan sistem pembelajaran lerintegrasi (corporate
university} ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a; dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wal Kota tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Melalui Batam Corporate University;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 3902), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupalen Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaien Kuantan
Singingl dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . ..
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105):

Peraturan Pemernintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tabhun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen
Pegawail Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemenmtah Nomor 4
Tahun 2022 ientang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomer 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Pératuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Eepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14, Peraturan . . .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
12286);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomer 5
Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 49);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022
tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomer 1221);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencansan
Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1217);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1127);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomeor 556);

17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik

18.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 24 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Lembaga Admimistrasi Negara
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon
Pepawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1369);

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural
Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
566/;
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9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor
7);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menetapkan

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawal Neger1 Sipil Melalui
dalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

: PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGEKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM MELALUI
BATAM CORPORATE UNIVERSITY.

EBAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1

TN

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerimtah Kota Batam.

Wali Kota adalah Wali Kota Batam,

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
Perangat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Batam

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yvang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangar.

Pegawai Negeri Sipil yvang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara letap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
permerintahan,

10. Pegawai . . .
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Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
vang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam yang selanjutnya disingkat BKPSDM
adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Batam atau Perangkat Daerah wvang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di  bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Lembaga Administrasi Negara yang selanjuinya disingkat
LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan
dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-
undang.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB
adalah pejabat vang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemundahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adslah pejabat yang mempunyai Kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Jabatan adalah kedudukan wyang menunjuldcan [ungsi,

tugas, tangoung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN
dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi vang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggl pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunarn.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Fencana Pengembangan Kompetens: adalah dokumen
perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN  pada
Perangkat Daerah yang akan ditetapkan oleh PPK untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya.

Profil ASN adalah kumpulan informasi kepegawaian dari
setiap ASN.

Profil Kompetensi ASN adalah informasi mengenai
kompetensi ASN yang termuat dalam Profil ASN.

23. Standar . ..
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. Standar KompetensiJabatan adalah deskripsi pengetahuan,

keterampilan dan perilaku yang diperlukan secrang ASN
dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian Kinerja ASN adalah penilaian yang dilakukan oleh
atasan langsung atau pejabat yang ditentukan oleh PyB
terhadap target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai
serta perilaku ASN yang ditunjukkan selama masa penilaian
kinerja dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi sesual dengan ketentuan
vang berlaku.

Sasaran Kerja Pegawal yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh ASN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sclanjutnva
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat TAPD
adalah TAPD Kota Batam, yaitu Tim yang memiliki tugas
pokok mengoordinasikan, mengendalikan, membina,
mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyusunan KUA
dan PPAS beserta perubahannya, penyusunan RAPBD
beserta perubahannva sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut
Pengembangan  Kompetensi adalah upaya untuk
pemenuhan kebutuhan Kompetensi ASN dengan standar
kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi
vang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keahlan ASN melalul peningkatan pendidikan formal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi
program sarjana dan/atau program pascasarjana yang
diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat
untuk mengikuti pendidikan formal melalui proses seleksi
sesuai dengan kompetensi keilmuan, Keterampilan yang
diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja
organisasi sesuai formasi jabatan, pada salah satu lembaga
pendidikan dan dibebaskan dari tugas kedinasan serta
sumber pembiayaan pendidikan dari APBD Kota Batam,
APBD Provinsi, APEN dan/atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Tugas belajar biaya mandiri adalah penugasan yang
diberikan oleh Pejabal Pembina Kepegawaian Kepada PNS
yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal
melalui proses seleksi sesuai dengan kompetensi keilmuan,
keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan
peningkatan kinerja organisasi sesuai formasi jabatan, pada
salah satu lembaga pendidikan dengan sumber pembiayaan
pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.

33. Akreditasi . . .
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Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan
lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk
menyelenggarakan jenis dan jenjang Pendidikan dan
Pelatihan tertentu yang dinyatakan dalam keputusan
lembaga yang berwenang.

Akreditasi Program Studi adalah suatu kegiatan penilaian
untuk menentukan kelayakan program studi.

Rekomendasi adalah sural yang dikeluarkan oleh Kepala
Perangkat Daerah kepada ASN untuk memilih dan
mengikuti proses tertentu.

Proses Seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menguji kemampuan PNS vang dianggap layak dan cakap
serta kemauan untuk mengikud pendidikan Tugas belajar
atau Tugas belajar biaya mandiri berdasarkan kebutuhan
pendidikan dan formasi PNS.

Peserta Seleksi adalah PNS yang mempunyai kemauan,
kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala Perangkat
Daerah tempat kerjanya untuk mengikuti peningkatan
pendidikan melalui Tugas belajar atau Tugas belajar Biaya
Mandiri.

Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus
dilaksanakan oleh PNS Tugas belajar atau Tugas belajar
Biaya Mandiri.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat
TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepsada
PNS wyang disesuaikan dengan kemampuan Kkeuangan
daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Perjanjian tugas belajar dan tugas belgjar mandiri adalah

perjanjian tertulis antara PNS wyang melakukan Tugas
belajar dan Tugas belajar mandiri dengan Pemerintah Kota
Batam yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para
pihak sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi
melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam
rangka meningkatltan keterampilan, keahlian dalam
melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.

Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui
jalur pelatihan klasikal adalah pelatihan yang dilakukan
melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas,
paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus,
workshop, bimbingan teknis dan penataran.

Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui
jalur pelathan non klasikal adalah pelatihan yang
dilakukan paling kurang melalu e-learning, bimbingan di
tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran
antara ASN dengan pegawail swasta.

. Pelatthan bagmi ASN yang sclanjutnya disebut Pelatihan

dalam jabatan adalah proses penyelenggaraan belgjar
mengajar dalam rtangka mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap ASN untuk mencapai persyaratan
Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

45. Kompetensi . . .
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Kompetensi Tekmis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan
yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan.
dan sikap atau perilaku vang dapat diamad, diukur, dan
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
Organisast,

Kompetensi  Sosial Kultural adalah  pengetahuan,
keterampilan dan sikap atau perilaku vang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraks: dengan masyarakat majemuk dalam hal agama,
suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika,
nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi
oleh pemegang jabatan.

Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan
karalkteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil
yvang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan
pemerintabhan  sesuai  dengan  jenjang jabatannya di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah secara profesional.

Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman pembelajaran.

Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan

waktu pembelajaran vyang ditetapkan oleh Lembaga
Administrasi Negara.

. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan

dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat
dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan
memperkuat profesionalisme; serta kompetensi bidang yang
diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il adalah

pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagal mana
diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur
mengenai manajemen PNS.

. Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah pelatihan

struktural kepemimpinan administrator sebagal mana
diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur
mengenal manajemen PNS.

. Pelatthan Kepemimpinan Pengawas adalah pelatihan

struktural kepemimpinan administrator sebagali mana
digtur dalam peraturan pemenntah yang mengatur
mengenai manajemen PNS,

. Pelatihan Teknis adalah proses belajar mengajar dalam

rangka meningkatkan kemampuan ASN yang dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis vang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas ASN.

Pelatihan Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam
rangka mencapal persyaratan kompetensi aparatur
pemerintah yang sesuai dengan jenis Jabatan Fungsional.

57. Koordinasi . . .
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57. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara
BKPSDM dengan Perangkat Daerah terkait program
pengembangan kompetensi yang meliputi perencanaan,
penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi,
serta dengan Lembaga Pemenntah lainnya.

58. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi yang
selanjutnya disebut lembaga Diklat terakreditasi adalah unit
penyelenggara Diklat yang mendapatkan pengalaman
tertulis (sertifikasi) dari instansi Pembina Diklat untuk
menyelenggarakan [Dhiklat sesual dengan ketentuan yang
berlaku,

59. Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen
karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan,
retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk
menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial
dan kinerja tertinggi melaluli mekanisme tertentu yang
dilaksanakan secara efektil dan berkelanjutan untuk
memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah.

60, Batam Corporate University yang selanjutmya disingkat
Batam CorpU adalah pembaruan strategi dan pola
pengembangan Kompetensi ASN untuk meningkatkan
Kompetensi ASN agar lebih cepat dan responsif dalam
menjawab  tantangan kebutuhan pelayanan kepada
masyarakat di masa depan.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam
perigelolaan  Pengembangan Kompetensi di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah agar
setiap pengelolaan  Pengembangan Kompetensi di
lingkungan Pemerintah Daerah dapat terkoordinir dan
terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan
organisasi, efektif, efisien, berkelanjutan, dan akuntabel
sehingga  dapat meningkatkan  penilaian  indeks
profesionalitas ASN melalui dimensi kompetensi, serta
memudahkan dalam pemetaan aparatur Daerah untuk
ditempatkan sesuai kompetensi dan bidang tugasnya.

(2) Penerapan Batam CorpU bertujuan untuk:

a. memberikan panduan pelaksanaan pengembangan
kompetensi ASN melalui pendekatan Batam CorpU bagi
seluruh Perangkat Daerah/Bagian/Unit Kerja;

b. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan visi, misi Daerah, serta skala prioritas Wali
Kota dan Walkil Wali Kota; dan

¢, meningkatlkan . .
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¢. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
oleh Perangkat Daerah /Bagian/Unit Kerja.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan kompetensi ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah melalu Batam CorplU. meliputi:

a.
Ta,

e

pengembangan kompetensi;

perencanaan pengembangan kompetensi;

pelaksanaan pengembangan kompetensi;

d. capaian peserta pengembangan kompetensi; dan

e. monitoring dan evaluasi.

(1)

@

(3)

)

BAB IV
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk
pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar
kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk
diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi baik
pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan hasil
penilaian kinerja dan penilaian kempetensi PNS dan PPPK
yang bersangkutan.

Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 {satu) tahun untuk
PNS, dan maksimal 24 (dua puluh empat) JP dalam setahun
untuk PPPEK.

Pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun, dengan
tahapan meliputi:

a. Perencanaan pengembangan kompetensi;
b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi;
¢. Pembiayaan pengembangan kompetensi; dan

d. Ewvaluasi pengembangan kompetensi.

BABV ...
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BABV
PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 6

(1) Perencanaan pengembangan kompetensi dituangkan ke
dalam kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan
kompetensi pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan
oleh unit kerja bidang kepegawaian di setiap Perangkat
Daerah, disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar
perencanaan  kebutuhan — anggaran pengembangan
kompetensi ASN.

(2] Perencanaan  kKebutuhan pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan
dalam rangka pengembangan kualitas sumber dava
marilisia.

(3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} memperhatikan:

a. anzlisis jabatan;

Ir. analisis beban kerja;

¢. standar kompetenst jabatan;
d. data potensi ASN;

i

perkembangan organisasi dan teknologi;

™

program perencanzan pembangunan daerah;

g. bidang  pekerjaan/kegiatan  yang membutulikan
pengembangan  kompetensi melalui  peningkatan
pendidikan;

h. jenis keterampilan, kemampuan. dan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan;

program pendidikan yang direncanakan;
jangka waktu pendidikan;
. kajian terhadap formasi pengangkatan CPNS; dan

keseimbangan antara beban tugas unit Perangkat
Daerah dengan kebutuhan aparatur.

wi b
]

= WO

Pasal 7

{1} Perencanaan kebuluhan pengembangan Kkompelensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan
pada proyeksi kebutuhan sumber daya manusia aparatur
dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja Perangkatl
Daerah di ingltungan Pemerintah Daerah.

(2) Perencanaan . . .




(2)

(3)
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Perencanaan tugas belajar merupakan bahan penetapan
formasi pengembangan PNS yang disesuaikan dengan:

a. kebutuhan organisasi;

b. ketersedizan anggaran; dan

¢. kesempatan yang diberikan instansi pemerintah maupun
non pemerintah, serta lembaga/negara asing sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi dan
menyusun  kebutuhan dan rencana pengembangan
kompetensi bagi ASN di lingkup kerjanya dan disampaikan
kepada Kepala BKPSDM, dengan meclampirkan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB VI

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENS]

(1)

(2]

(1)

(2)

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan kompetensi  bagi  ASN
dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi
pengembangan kompetensi ASN.

Pengembangan |kompetensi bagi  ASN  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:

a. pendidikan; dan/atau
b. pelatihan.

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 9

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (2) huruf a dilakukan melahii peningkatan
pendidikan formal wyang bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau
persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan
mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang
memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka
pelaksanasn tugas dan fungsi, pengembangan organisasi,
peningkatan pengcetahuan, kemampuan, keterampilan,
sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dalam pengembangan karier, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melahuai:

a. Tugas belajar; dan

b. Tugas belajar biaya mandiri.

Paragraf 1 . . .




(1)

(2)

(3)

(4]

(5)
(6)

(7}

(9)
(10)

(11)

I i
Paragral 1
Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 10

Tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b
diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk
mengiluti pendidikan formal pada jenjang pendidikan
tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan
organisasi.

Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak
diangkat sebagal PNS.

Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan
mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan
dinasg, dengan ketentuan paling kurang:

a. 3 (tiga) kali waldu normatif program studi sebelum batas

usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar vang
diberhentikan dari jabatan; atau

b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas
usia pensiun jabatan, untuk tugas belgjar yang tidak
berhentikan dari jabatan.

Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir

paling rendah dengan predikat bail.

Sehat jasmani dan rohani.

Tidak sedang:

a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau
tindak pidana;

b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atac
hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
atau

¢, menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau
menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Tidak pernah:

a. dijatuhi hukuman disiplin paling sedikit tingkat sedang
dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b. dijatuhi pidana penjawa atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan wyang berkekuatan hukum tetap
dalam | (satu) tahun terakhir; atau

c. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai
dengan Lketentuan peraturan perundang-undangan,
dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang
dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan,
dan/atau perguruan tinggi.

Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.

Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat
diberikan pada jabatan wyang diperlukan dalam mencapai
tujuan organisasi dan pricritas pembangunan nasional.
Jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan
berdasarkan persetujuan dari Menteri.

(12) Persyaratan . . .




(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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Persyaratan calon peserta PNS tugas belajar dan tugas
belajar biaya mandiri berdasarkan Kkriteria peénilaian
adminisirasi kepegawaian dan hasil seleksi akademilk.

Seleksi administrasi kepegawaian dilaksanakan oleh
BEKPSDM sesual ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi seleksi pendidikan tugas belajar dan tugas
belajar biaya mandin vang diberhentikan dari jabatan untuk
jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberikan oleh Wali
Kota Batam berdasarkan formasi dan hasil seleksi
adminisirasi dengan mempertimbangkan analisa
kebutuhan dan rencana pengembangan PNS.

Tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang memiliki
kondite dan kredibilitas baik serta diusulkan dan
direkomendasikan oleh pimpinan Perangkat Dacrah/unit
kerja bersangkutan minimal eselon II.

Dalam hal Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana
dimmaksud pada ayat (15) idak memiliki eselon I, maka yvang
mengusulkan atau merekomendasikan untuk mengikuti
tugas belajar adalah Asisten pada Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau
mengkoordinasikan Peranglkat Daerah funit kerja
bersangkutan.

Setelah memperoleh Rekomendasi mengikuti tugas belajar
dari pimpinan Perangkat Daerah, berkas terlebih dahulu
diverifikasi oleh BKPSDM, kemudian PNS mengajukan
“Permohonan Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar”
ditujukan langsung kepada:

a. Wali Kota, bagi PNS vang akan menjalani tugas belajar
dengan mekanisme pembiayvaan
APBN/APBD /Pemerintah Negara Aging/
Lembaga/Badan Swasta Nasional berbadan hukum atau
tugas belajar biava mandiri dengan pembiayaan swadana
untuk jangka waktu tugas belajar lebih dar 6 (enam)
bulan dan diberhentikan dari jabatan; dan

b. Wali Kota c.q Sekretaris Daerah bagi PNS yang akan
menjalani tugas belajar biaya mandiri dengan
mekanisme pembiavaan swadana untuk jangka waktu
tugas belajar lebih dari & (enam) bulan dengan tetap
melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari
jabatan.

(18) Adapun permohonan izin mengikuti seleksi tugas

belajar/tugas belajar biaya mandiri dengan melengkapi
dokumen administrasi kepegawaian pada aplikasi Simpeg
sebagal benkut:

4. Surat Permohonan Pemohon kepada Wali
Kota/Sekretaris Daerah:

b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Kerja/PD;
c. Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja/PD;
d. Surat Keterangan lzin dan Kepala Unit Kerja/PD;

e. Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Unit
Kernja/PDy;

f. Surat Pemyataan Pemohon;
z. Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Wali;
h. Kartu . ..
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h. Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkal
Terakhir;

i. SK Jabatan Terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;

j. SKF minimal 2 (dua] tahun terakhir yang setiap unsur
penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan

k. Tjazah dan Transkrip nilai pendidikan sebelumnya;

(19) Untuk huruf h sampai dengan huruf k sebagaimana
dimaksud pada ayat (18) dokumen soft copy harus telah
tersedia pada akun Simpeg masing-masing PNS calon Tugas
Belajar.

(20} Khusus bagi pemohon dengan jabatan dokier, persyaratan
sebagaimana tercantum pada ayat (18] ditambah dengan
mendapatkan Rekomendasi dari Rumah Sakit Umum
Daecrah Embung Fatimah Kota Batam dan Rekomendasi dari
Ikatan Dokter Indonesia.

(21) BKPSDM memproses izin mengikuti seleksi tugas
belajar/tugas belajar biaya mandiri yang telah mendapat
disposisi atau persefujuan Wali Kota Batam /Sekretaris
Daerah Kota Batam.

(22) Setelah mendapat Surat Izin yang telah ditandatangani oleh
Wali Kota Batam/Sekretaris Dacrah Kota Batam, maka PNS
diperkenankan mengikuti seleksi yang dilakukan secara
mandiri atau swadana oleh masing masing PNS.

(23) Khusus bagi PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar
melalul mekanisme pembiayaan APBD, jika PNS vang lulus
seleksi melebihi kuota alokasi anggaran yang tersedia, maka
akan dilakukan seleksi lebih lanjut oleh Tim Seleksi, dan
Tim Seleksi berhak menentukan PNS yang prioritas untuk
mengikuti tugas belajar.

{24) Setelah dinvatakan lulus seleksi oleh perguruan tinggi,
Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usulan fugas
belajar ke Wali Kota/Sekretaris Daerah melalui BEKPSDM
untuk memproses Keputusan Wali Keta/Sekretaris Daerah
Kota Batam tentang Tugas belajar atas nama PNS
bersangkutan, dengan melampirkan berkas sebagaimana
yang tercantum seluruhnya pada ayat (18) dan tambahan
berkas berupa:

a. Surat bukti lulus dari perguruan tinggi; dan

b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
yang berwenang.

(25) PNS yang telah lulus dan terpilih dalam seleksi tugas belajar
atau tugas belajar biaya mandiri yang memenuhi syarat
maka  akan  diterbitkan  Keputusan Wali  Kota
Batam/ Sekretaris Daerah untuk:

a. Tugas Belajar melalui pendanaan APBN/APBD/
Pemerintah Negara Asing/Lembaga/Badan Swasta
Nasional berbadan hukum dan tugas belajar biaya
mandiri (swadana) bagi PNS yang menjalani tugas belajar
untuk jangka waktu lebih dari 6 (emam| bulan yang
diberhentikan dari jabatan, Keputusan Tugas Belajar
akan ditandatangani oleh Wali Kota;

b. Tugas . . .
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b. Tugas belajar biaya mandiri (swadana) bagi PNS yang
menjalant tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6
(enam} bulan dengan tetap menjalankan tugasnya dan
tidak diberhentikan dari jabatan, Keputusan Tugas
Belajar akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan

c. Semua proses penerbitan Kepulusan dimaksud diprosss
oleh BEKPSDM.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

(2)

(3)

(4)

Pasal 11

Tugas belajar dan Tugas belajar biaya mandiri dapat
diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau
perguruan tingg luar negeri.

Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
avat (1) terdiri atas:

a. perguruan linggl negeri;
b. perguruan tinggi kedinasan; dan/alau
¢. perguruan tinggi swasta.

Jenjang pendidikan tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dengan jenis:

a. pendidilkan akademik;
b. pendidikan vokasi; dan
c. pendidikan profesi atau spesialis.

Pendidkan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurul a, terdiri atas:

a. Sarjana (S-1);
b. Magister (S-2); dan
c. Dokior (S-3).

Pendidiken Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurufl b, terdiri atas program:

a. Diploma IIT;

b. Diploma IV atau sarjana terapan;
¢. Diploma IV alih jenjang;

d. Magister terapan; dan

e, Doktor terapan.

Pendidikan profesi atau spesialis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ merupakan pendidikan tinggl setelah
program sarjana dengan persyaratan keahlian khusus.

Program tugas belajar meliputi:
a. Diploma III (D-111);
b. Diploma IV (D-IV);
c. Sarjana (3-1) dan Profesi atau setara;
d. Magister (S-2) dan Spesialis atau setara; dan
e. Doktor . . .




()

()

(10)

(11

(12)

(13)

(1)

{2)

1%-
e. Doktor (5-3} atau setara.
Program tugas belajar biaya mandiri meliputi:
a. Diploma I {D.11);
b. Diploma IV (D.IV);
c. Sarjana (3-1) dan Profesi atau setara;
d. Magister (S-2) dan Spesialis atau setara; dan
e. Doktor {S-3) atau setara.
Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada avat (7)
dilaksanakan pada perguruan tinggi neger.
Tugas belajar biaya mandiri scbhagaimana dimaksud pada
ayat (8) dilaksanakan pada perguruan tinggi negeri dan
swasta.
Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tingsi
dapat dilakukan secara jarak jauh. kelas malam dan/atau
Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan
penvelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-
undangan.
Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negen yang diakul
oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas
belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
a. sesual perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
b, penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau

profesi;
c. memiliki akreditasi paling kurang:

1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi

program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi
program studi perguruan tinggi dalam negeri yang
belum memilika akreditasi B atau baik sekali atas
persetujuan Menteri; dan

d. diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan.

Paragral 3
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 12

PNS yvang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih
dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
PNS sebageimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani
tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang
melaksanalkan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan
masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS . ..




(3}

()

(1)

2)

(3}

()

(1)

o,

PNS yvang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak
diberhentikan dari jabatan dalam hal:

a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan
yang dijalani.

PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan
dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar
berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Paragral 4
Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 13

Jangka waktu jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan
Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan
ayat (3] yaitu:

a. Program Diploma III, paling lama 3 (tiga) tahun atau 6

(enam) semester;

b. Program Diploma IV atau sarjana terapan, paling lama 4
(empat) tahun atau 8 (delapan) semester;

¢. Program Diploma IV alih jenjang, paling lama 2 (dua)
tahun atau 4 (empat] semester:

d. Program Sarjana (S-1}), paling lama 4 (empat) tahun atau
8 (delapan) semester;

e. Program Magister (8-2), paling lama 2 tahun atau 4
(empat) semester; dan

f. Program Doktor (8-3), paling lama 4 tahun atau 8
(delapan) semester.

Jangka waktu jenis Pendidikan Profesi atau Spesialis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf € dan
huruf d dan Pasal 11 ayat (8) huruf ¢ dan huruf d dapat
diberikan sesuai dengan ketentuan lembaga Pendidikan
Profesi vang bersangkutan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2} dapat dikecualikan apabila program pendidikan
dan/atau pihak ketiga telah menetapkan jangka wakiu
penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan scbagal masa
kerja PNS.

Paragraf 5

Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 14
Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED);
dan /atau

¢. sumber . ..




(2)

(3)

(7)
(8)

(10)
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c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain
vang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.

Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu)
sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya
tugas belajar yang sama.

Pembiayaan tugas belajar biaya mandiri dengan pembiayaan
swadana atas biaya sendiri dari PNS bersangkutan.
Pempiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa biayva penyelenggaraan pendidikan dan biava
penunjang pendidikan.

Biaya yvang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD bagi

PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b antara lain:

a. Biava penyclenggaraan pendidikan berupa bilaya
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Satuan Kredit
Semester (SKS);

b. Biaya penunjang pendidikan (bantuan biaya hidup),
meliputi:
1) Biaya makan (lumpsum);
2} Biaya pemondokan /kos;
3] Biaya transportasi (at cost);
4) Biaya paket data/internet;
5) Biaya Alat Tulis/ fotocopy;
&) Biaya Kesehatan:

7) Biaya pengiriman barang dalam negeri (shipping
allowance); dan

8) Biava-biaya lain sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat ()
ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat () huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan
yvang ditetapkan lembaga pendidikan dan disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah.
Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b diberikan sesuai dengan standar harga yang
telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah.
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penumnjang
pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6) huruf a dan huruf b diusulkan oleh PNS Tugas Belajar
kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dengan
kelengkapan:
a. surat permohonan biaya tugas belajar dari PNS yang

bersangkutan;
b. bukii pertanggungjawaban penggunaan biaya; dan
c. data dukung lainnya.

Paragraf 6 . ..
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Paragraf &
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling
banyak 2 (dua) semester atau 1 (satn) tahun.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan kriteria:

a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan yang
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi ataupun dan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan
Teknologi;

b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;

c. penyelesaian tugas akhir membutubkan tambahan
waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar
kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar;

d. terdapat faktor-faktor lain di luar kemampuan PNS yang
bukan merupakan kelalaian yang bersangkutan; dan

Lt

sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari Rumah Sakit atau pejabat yvang berwenang sehingga
PNS tugas belajar tidak dapat mengkuti studi dalam
semester vang bersangkutan.

Perpanjangan jangka waktu tugas Dbelajar dapat
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar vang
dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Perpanjangan jangka walktu tugas belajar ditetapkan oleh
PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waltu
tugas belajar.

Permohonan perpanjangan masa waktu Tugas Belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas
belajar, dengan dilengkapi dokumen:

a. surat Kketerangan disertai kronologi dan alasan
keterlambatan penyelesaian tugas belajar dan tugas
belajar biaya mandiri dari lembaga pendidikan;

b. Rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat PNS tugas
belajar melaksanakan tugas belajar;

¢. Rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dan
sponsor/pemberi biaya:

d. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan
studi dalam hal tidak tersedia anggaran dan
sponsor /pemberi;

e. surat pernyataan kesanggupan darn yang beérsangkutan
untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling
lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester disertai dengan
rencana penyelesaian studi vang ditandatangani oleh
pembimbing; dan

f. laporan perkembangan kemajuan akademik tugas
belajar atau tugas belajar biaya mandiri.

(&) Dalam . . .
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Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar
setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status
lugas belajar PNS yang bersangkutan, kesempatan tugas
belajarnya dihentikan dan akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Paragraf 7

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 16

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanmjutan
secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali
jenjang pendidikan diatasnya, setelah memenuhi
persyaratan scbagai berikut:

a. mendapat persetujuan PPK;

b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude
atau setara;

c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu
tugas belajar; dan

d. mempertimbangkan sisa masa  kerja  setelah
menyelesaikan tugas belajar.

Persetujuan PPK scbagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
a didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belgjar
mnstansi.

Paragraf 8

Persyaratan Umum dan Khusus

Pasal 17

Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta PNS tugas belajar
dan tugas belajar biaya mandiri harus memenuhi:

a. persyaratan umum; dan

b, persyaratan khusus.

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki
ijazah yang setingkat, dikecualikan pendidikan hinier dengan
tugas jabatan;

Melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tingg dan
program studi yang akan diambil;

Rekomendasi tugas belajar didasarkan atas penilaian
terhadap:

moral yang bailk;
dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;

kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;

a p & oW

motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;

€. prestasi ...
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(1)
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iy 1
prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas; dan

kebutuhan erganisasi.

PNS pada saat mengajukan permohonan mengikuti seleksi
tugas belajar/tugas belajar biaya mandiri, wajib
menarndatangani pernyataan sebagai berikut:

&,

menjaga nama baik Pemerintah Daerah serta mentaati
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku:

melepaskan  jabatan  struktural/fungsional yang
diamanatkan selama menjalankan tugas belajar yang
melepaskan jabatan;

menanggung  seluruh biaya  berkenaan  dengan
pendidikan dan tidak akan mengajukan permohonan
bantuan biaya/penggantian biaya pendidikan kepada
Pemerintah Daerah bagi tugas belajar biaya mandiri;

melaksanakan tugas belajar/tugas belajar biaya mandiri
dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan
pendidikan  sesual  ketentuan waktu vang telah
ditetapkan;

melaksanakan pendidikan tugas belajar biaya mandir
vang tidak melepaskan jabatan di luar jam kerja dan
tidak mengganggu tugas dan kedinasan sebagai PNS;

melaporkan kondisi dan perkembangan kemajuan
akadermik secara berkala (per semester) kepada Wali Kota
Batam [Sekretaris Daerah Kota Batam melalui BKPSDM
dan ditembuskan ke pimpinan unit kerja asal;

selama menjalani ikatan dinas tidak akan mengajukan
pengunduran diri sebagai PNS dan pindah ke Pemerintah
Daerah lainnva atau ke Pemerintah Pusat;

tidak aksn menuntut jabatan /penyvesuaian ijazah setelah
menyelesaikan tugas belajar / tugas belagjar biaya mandiri;
dan

menerima  sanksi  administrasi apabila terbuku
melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf b, yaitu:

a. Program Diploma Ul meliputi:

1. Pangkat/Golongan ruang minimal Pengatur Muda,
l/a; dan

2. Memiliki ijazah SLTA / yang sederajat dari sekolah
negeri maupun swasta.

b. Program Diploma IV atau Sarjana (3-1) meliputi:

1. Pangkat/Golongan ruang minimal Pengatur Muda, I
Ja; dan

2. Memilild jjazah SLTA / yang sederajat dari sekolah
negeri maupun swasta.

c. Program . . .
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¢. Program Magister (5-2) meliputi:

1. Pangkat/Golongan ruang minimal Penata Muda, 111/ a;
dan

2. Memiliki jjazah Diploma IV /Strata 1 dari Perguruan
Tinggl Negeri maupun Swasta.

Paragraf 9
Hak Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Pasal 20

PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan
penghasilann sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan
dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit
kerja vang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.

Instansi  pemerintah  melalui unit  kerja  vang
menvelenggarakan fungsi  di bidang kepegawaian
menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah
menjalani tugas belajar.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan
sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai
dengan jabatannya.

PNS wang telah menyelesaikan tugas belajar dapat
mengusulkan peningkatan pendidikan sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.

PNE  yang mengusulkan  peningkatan  pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak
menuntut kenaikan pangkat wyang lebih tinggi kecuali
terdapat formasi.

PNS Tugas Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya
sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangarn.

PNS Tugas Belajar mekanisme pembiayaan dan APBD
berhak menerima pembayaran biaya penyelenggaraan
pendidikan dan biaya penunjang pendidikan, kecuali bagi
PNS tugas belajar biaya mandin.

PNS yang melaksanakan tugas belajar biaya mandiri yang

tidak melepaskan jabatan berhak mendapatkan TPP sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS vang melaksanakan tugas belajar dalam menyusun
SKP menyesuaikan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penilaian prestasi kerja pegawai PNS Tugas
Belajar ditetapkan oleh BKPSDM setelah adanya usulan dari
PNS Tugas Belajar dengan melampirkan nilai prestasi
akademik dan nilai unsur perilaku kerja dari lembaga
pendidikan.

(12) Perguruan . . .




-24.

(12) Pengurusan bahan penilaian prestasi akademik dan nilai

unsur perilaku kerja dari lembaga pendidikan untuk
disampaikan ke BKPSDM pada setiap akhir bulan Desember
di setiap tahun.

Penetapan penilaian prestasi kerja pegawai PNS Tugas
Belajar atau tugas belajar biaya mandiri ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah setelah adanya usulan dari PNS
Tugas Belajar atau tugas belajar biaya mandiri yang
meninggalkan tugas, dilaksanakan dengan melampirkan
nilai prestasi akademik dan nilal unsur perilaku kerja dari
lembaga Pendidikan.

Paragraf 10

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

(1)

2)

(3)

()

(3]

(8]

Pasal 21

PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian
tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar yang
dibiayai oleh APBD.

Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit
memuat:

a. subjek perjanjian;
b. kesepakatan para pihak; dan

c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan
tinggl, program studi dan akreditasi program studi,
jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban
para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban,
keadaan kahar (force majeur], dan penyelesaian sengketa.

Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaraan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢
disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan
dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan Pasal 14.

PNS yang telah selesal menjalani tugas belajar wajb melapor
kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
berakhimya masa tugas belajar.

PNS yang telah selesai menjalanmi tugas belajar, wajib
menjalani ikatan dinas selama:

a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS
yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dan
Jjabatanmnyva;

b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PN5
yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan
dari jabatannys;

c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS
yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang
diberhentikan dari jabatannya.

PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak

diberhentilkkan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan

dinas.

(7) Selama . . .
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Selama menjalani ikatan dinas PNS tidak diperkenankan
mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana
dimaksud pada avat {5} berakhir pada saat:

a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
b. mencapal batas usia pensiun; atau
¢. meninggal dunia.

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar
berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

PNE yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib
mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah
selama masa tugas belajar kepada kas negara/Daerah
sesual peraturan perundangan.

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar/tugas belajar
biaya mandiri berkewajiban:

a. melaporkan kepada PPK melalui Kepala BKFSDM paling
lama 15 (lima belas hari) hari kerja sejak berakhirnya
masa tugas belajar dengan mendapat surat keterangan
kelulusan  dari  lembaga  pendidikan, dengan
melampirkan:

1. Laporan telah menyelesaikan pendidikan;

2. Fote kopi ijazah dan transkip nilai vang dilegalisir
oleh pejabat berwenang; dan

3. Tugas akhir/skripsi /ftesis/disertasi.

Dalam hal PNS tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri
tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat {11), PNS
yvang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman disiplin
dan/atau tindakan administratil berupa dijatuhi hukuman
disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar/tugas
belajar blaya mandini vang melepaskan jabatan harus
mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali
kepada Wali Kota Batam dengan tembusan Kepala BKPSDM.

Berdasarkan usulan permohonan pengaktifan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (13), PPK menetapkan
Keputusan tentang pengaktifan dan penempatan kembali
setelah menyelesaikan tugas belajar pada Perangkat
Daerah/unit kerja asal berdasarkan program studi yang
telah ditempuh atau formasi yang ada di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Paragral 11...
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Paragraf 11

Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar

Pasal 22

Pimpinan Perangkat Daerah /unit kerja dapat mengusulkan
pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit
kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat
pelaksanaan Tugas belgjar dengan disertal alasan
pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

Alasan pengusulan Alasan pengusulan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. PNS yang bersangkutan terbukt tidak memenuhi syarat
pemberian tugas belajar;

b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara
atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan
hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

c. PN8 vyang bersangkutan sedang menjalani proses
pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan
kewenangan jabalan yang mengakibatkan kerugian
keuangan negara;

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat
pelaksanaan tugas belajar sesual jadwal yang telah
ditentukan tanpa alasan yang sah;

e. PNS wang bersangkutan mengajukan permochonan
pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan /atau

f. alasan lain yang ditetapkan cleh PPK.

Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan
sebagaimana dimaskud ayat (2) huruf e, Thasil
pemeriksaannya dinyatakan tdak bersalah, maka PNS yang
bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 23

Pimpinan Perangkat Daerah /unit kerja dapat mengusulkan
penghentian pemberian tugas belajar bagi PNE di
lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai
alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

Alasan penghentian sebagaimana dimaskud pada ayat (1),
antara lain:

a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena
keadaan kahar;

b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim
penguji  kesehatan sehingga tidak memungkinkan
menyelesaikan tugas belajar sesuail dengan batas waktu
yang ditentukan;

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas
belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi
penyelenggara tugas belajar;

d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh
instansinya;

e. PNS . ..
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e. PN5 terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
dan /atauy,

f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

PN vang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesual
janglka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan
oleh negara/Daerah selama masa tugas belajar kepada kas
negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 12

Pemaniauan dan Evaluasi

Pasal 24

PPK melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan PNS Tugas Belajar.

BKPSDM melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan
monitoring pelaksanaan tugas belajar melalui laporan
kemajuan belajar dari PNS Tugas Belajar beserta
pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan
Pemerintah Daerah setiap semester, danj/atau melalui
supervisi langsung ke lembaga pendidikan dengan catatan
penting meliputi:

a. perkembangan prestasi akademik PNS tugas belajar;

b. keberadasn/kehadiran PNS tugas Dbelajar selama
melaksanakan pendidikan; dan

¢. hambatan vang mungkin dialami PNS tugas belajar
selama melaksanakan pendidikan.

Hasil pemantsuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada avat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan
kebijakan pengembangan kompetensi.

Pasal 25

PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar
sebelum diterbitkannya Peraturan Wal Kota mi, dinyatakan
tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar
vang  belum  dilaksanakan maka  pelaksanaannya
berdasarkan ketentuan menguntungkan bagi PNS yang
bersangkutan.

PNS yang telah memilila ijazah dengan bidang studi yang
sesual dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
dan belum dilakukan penvesuaian, dapat mengusulkan
penyesuaian ijazah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PNS yang telah memiliki jjazah dan belum diakukan
pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar
yang dilakukan secara berjenjang sesual perungkatan
pendidikan yang dimilila serta Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) PNS . ..
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PN5 yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat
diusulkan kenaikan pangkat dan pencantuman gelar
berdasarakan ijazah vang didapat dengan ketentuan untuk
kenaikan pangkat dari golongan Il ke golongan 111 dengan
jazah 51, minimal menduduki pangkat II/d dan telah
menduduki selama 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

CPNS yang telah memiliki jjazah pendidikan S-1/D IV
sebelum  pengangkatan PNS, dapat mengajukan
pencantuman gelar dengan ketentuan telah mendudula
pangkat I1/d dan telah menduduki selama 1 (satu] tahun
dalam pangkat terakhir.

Pasal 26

Format peranjan  terkail pemberian tugas belgjar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Format terkait izin seleksi tugas belajar/tugas belajar
mandiri vang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon
kepada Wali Kota/Sekretaris Daerah, Surat Rekomendasi
Kepala Unit Kerja/PD, Surat Pernyataan Kepala Unit
Kerja/PD, Surat Keterangan Izin dari Kepala Unit Kerja/PD,
Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Unit Kerja/PD,
Surat Pernyataan Pemohon, dan Surat Persetujuan dari
Suami/Istri/Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 ayat (18) huruf a sampai dengan huruf g tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota imi.

Format terkait usulan penerbitan keputusan pembeérian
tugas belajar/tugas belajar biaya mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (23) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Wali Kota 1m.

Format terkait PNS yang telah selesal melaksanakan tugas
belajar/tugas belajar biaya mandiri yang melepaskan
jabaian tentang permohonan pengaktifan bekerja kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (13) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagman Kedua
Pelatihan

Pasal 27

Setiap ASN yang memenuhi persyaratan memiliki hak dan
kesempatan vang sama untuk dikutkan dalam
Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan, dengan
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian
kompetensi ASN, dan kepada bersangkutan diberikan
kesempatan yang sama pada jenis Pengembangan
Kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Bentulk . . .
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Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelatihan klasikal; dan
b. pelatihan nonklasikal.

Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal sebagaimans
dimalksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan
yang menekankan pada proses pembelgjaran tatap muka di
dalam kelas.

Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal
sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan paling
sedikit melalui jalur:

a. pelatihan dasar CPNS; dan

b. pelatihan bagi ASN, terdiri dari:
Pelatthan manajerial;
Pelatihan teknis:

Pelatihan fungsional;
Pelatihan sosial kultural:

Pelatihan kepemerintahan dalam negeri; dan

GRI B e B

6. Pelatihan penunjang.
Pengembangan  Kompetensi  pelatihan nonklasikal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
melalui kegiatan yang menekankan pada proses
pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar
kelas,

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimalsud
pada ayat (5) dilakukan melalui:

a. coaching,
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mentoring;

e-learning;

pelatihan jarak jauh;

detasering (secondment);
pembelajaran alam terbuka (outbond);
patok banding (benchmarlking);

=l T O - A ¢

. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah dengan
tujuan pengembangan diri;

(=1

belajar mandiri (self development);

Lomunitas belajar (community of practices);

Pyt

bimbingan di tempat kerja;

—
H

magang/ praktik kerja;

. uji kompetensi dan uji sertifikat;
seminar/Konferensi/sarasehan;
waorkshop atau lokakarva;

loarsus:

2| 2 7 3

penataran;
r. bimbingan teknis:

s. sosialisasi . ..




{7)

(3)

(2)

(10}

(11)

(1)

(2]

_3(]._
5. sosialisasi: dan

t. Pengembangan Kompetensilain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Adapun uji kompetensi dan uji sertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf m, mehputi:

a. wji kompetensi, terdirt dari:
1. Uji kompetensi manajerial;
2. Uji kempetensi sosio kultural;
3. Uji kompetensi teknis;
4, Uji kompetensi pemerintahan;

Uji kompetensi dalam jabatan fungsional; dan

::J'I

6. Uji kompetensi lain sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. wji sertifikasi, terdiri dari:

1. Uji sertikasi keahlian Tingkat dasar pengadaan dan
jasa pemerintah;

2. Uji sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa
pemerintah; dan

3. Uji sertifikasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
avat [2) memiliki satuan waktu JP yang telah ditetapkan oleh
LAN,

Satuan waktu JP sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dihitung 1 (satu) JP setara dengan 45 (empat puluh lima)
menit.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengembangan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6],
ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Bentuk dan jalur pengembangan kompetensi beserta
konversinya tercantum dalam Lampiran yang merupalkan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dalam bentuk
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2]
dapat dilaksanakan secara:

a. mandiri oleh Perangkat Daerah;

b. pola kerja sama dengan instansi pemerintah lain yang
memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan;

c. pola pengiriman ke instansi pelatthan lain yang
terakreditasi untuk melaksanakan pengembangan
kompetensi tertentu; dan

d. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan
independen yang terakreditasi.

Pola pengiriman dan/atau kerja sama dilakukan melalui
persetujuan antara BKPSDM atau Perangkat Daerah
pengirim dengan instansi penyelenggara pelatihan.

(3) Dalam . . .




3]

(3)

(%)
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Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui
Batam Corpl berbasis pada:

a. Fungsi, yaitu dilaksanakan dengan mengedepankan
kepada pendekatan fungsi dari pada struktur; dan

b bersifal [leksibel dan terbuka, yaitu dapat dijalankan
secara luwes dan membuka diri bagi berbagai bentuk
movasi untuk memperkaya dan mengembangkan kinerja
organisasi.

Pasal 29

Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan
dengan BKPSDM.

Pelaksanaan pengembangan Kkompetensi oleh Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembiayaan penyelenggaraan pelatihan tersedia dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;

b, pelaksanaan pelatihan mendapatkan Rekomendasi;

c. menyampaikan surat pemberitahuan dan melaporkan
penvelenggaraan pelatthan kepada BKPSDM paling
lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan
pelatihan dengan melampirkan informasi yang
berkenaan dengan jenis Pelatihan;

d. pelatihan yvang telah diatur regulasi instansi vang lebih
tinggi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
terkait; dan

e. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BKPSDM.

Jenis Pengembangan Kompetensi melalui pelatthan vang
dilaksanakan pleh BKPSDM, meliputi:

a. Pelatihan Dasar CPSN golongan Il dan golongan IlI;
b. Pelatihan Manajerial;

c. Pelatihan Teknis;

d. Pelatihan Fungsional; dan

e. Orientasi PPPK

Pembivaan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN
bersumber dari:

a. APBN;

b, APBD;

¢. biaya mandiri;

d. biava dari pihak penyelenggara; dan

biaya sebagian dari pihak penyelenggara dan sebagian
dari pihak Pemerintah Daerah (cost sharing).

a

Pasal 30 . ..




(1)

(2)

(3)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

()

13)
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Pasal 30

Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayal (3) huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan
yvang wajib diikuti oleh CPNS sebagai masa percobaan atau
masa prajabatan.

CPN3 wajib mengikuti dan Iulus Pelatihan Dasar CPNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat
menjadi PNS

Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam avat

(1) terdiri dari:

a. Pelatihan Dasar CPNS golongan IT untuk CPNS golongan
II: dan

b, Pelatihan Dasar CPNS golongan III untuk CPNS golongan
111.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan manajerial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b
angka 1 dilaksanakan melalui pelatihan struktural
kepemimpinan.

Pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), yang terdiri dari:

a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN} Tingkat IT;

b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA); dan

¢. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan
pemerintah terakreditasi.

Akreditasi Lembaga dan pelatihan struktural kepemimpinan
dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 32

Pengembangan Kompetensi melahd Pelatihan Fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b
angka 3. dilaksanakan untuk mencapail persyaratan
Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan
teknis dapat dilakukan secara berjenjang.

Jenis dan jerjang pelatihan teknis ditetapkan oleh instansi
teknis yvang bersangkutarn.

Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga pelatihan
terakreditasi.

Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-
masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman
Akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 33.. ..




(1)

(%)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pasal 33

Pengembangan Kompetesi melalui Pelatthan Fungsional
secbagaimana dimaksud dalam Pasa 27 ayat (4) huruf b
angka 3, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
Standar Kompetens: Jabatan dan Pengembangan karier.

Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan Fungsional
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang
sesual dengan jenis dan jenjang Jabatan FPFungsional
masing- masing.

Jenis dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan
Fungsional.

Pelatihan Fungsional diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan terakreditasi.

Akreditasi Pelatihan Fungsional dilaksanakan oleh masing-
masing instansi pembina Jabatan Fungsional dengan

mengacu pada pedoman Akreditasi yang ditetapkan oleh
LAN.

Pasal 34

Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan sosial kultural
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b
angka 4 dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial
Kultural sesual persyaratan Standar Kompetensi Jabatan
dan pengembangan karier.

Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan sosial kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. pelatihan peningkatan nilai-nilai keagamaan;
b. pelatihan peningkatan nilai-nilai etika dan moral; dan

c. pelatihan peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan
kebangsaan

Pelatihan Sosial Kultural diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan terakreditasi.

Akreditasi Lembaga dan Pelatihan Sosial Kultural
dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 35

Pengembangan Kompetensi pemerintahan melalui pelatihan
kepemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b angka 5 dilaksanakan untuk
memenuhi kompetensi kepemerintahan sesuai standar
kompetensi pemerintahan  yang  ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pengembangan Kompetensi pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem
pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur
pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(3) Jenis . . .




(3)

()
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Jenis Pengembangan Kompetensi pemerintahan melalui
pelatihan kepemerintahan dalam negeri, meliputi:

a. pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
(pimpemdagri) JPT:

b. pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
(pimpemdagri) jabatan administrator; dan

¢, pelatthan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
(pimpemdagri) jabatan pengawas.

Pelaksanaan Kompetensi pemerintahan melzlui pelatihan

kepemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau
instansi pemerintahan terakreditasi yang ditunjuk.

Pasal 36

Mekanisme Pengembangan Kompetensi ASN, melalui:

a.
b

iy

2

(2)

(3)

(%)

pola kontribusi;
pola fasilitasi;
pola swakelola; dan

pola lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Peningkatan  kemampuan melalui Pengembangan
Kompetensi vang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
secara mandiri/bekerja sama dengan lembaga pelatihan
terakreditasi/berkompeten maka  didahulw dengan
pedoman pelaksanaan/ kerangka acuan kerja dengan
memperhatikan asas kemanfaatan dan kegunaan
kebutuhan pengembangan pada Perangkat Daerah sesuai
kebutuhan tugas dalam jabatan.

Untuk mengoptimalkan hasil pelatthan manajenal, telmis,
fungsional, serta sosial kultural, kKepemerintahan dalam
negeri, maka atasan langsung berkewajiban untuk
memonitor, pendampingan pemanfaatan hasil pelatihan
dalam menunjang kinerja orgamsasi.

ASN wyang telah mengikuti pelatihan dengan metode
pengiriman dapal menyampaikan hasil pelatihan kepada
atasan, teman sejawat/unit kerja dan memaparkan hasil
pembelajaran melalul pelatihan kantor mandiri.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dapat digunakan untuk perolehan JP sesuai
ketentuan.

Pasal 38
Sistem pembelajaran Batam CorpU terdin atas:
a. tahapan sistem pembelajaran; dan

b. pengembangan kompetensi.

2. Penwyelenggara . . .




(2)

(3}
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Penvelenggaraan pengembangan Batam CorpU  dapat
dilaksanakan secara:

a. mandiri oleh wunit kerja penyelengegara pelatihan i
Instansi Pemeriniah Daerah yang terakreditasi;

b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki
akreditasi untuk melaksanakan pelatihan;

c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan
independen yang terakreditasi;

d. penyiapan dan penugasan fasilitator dilakukan dengan
mempertimbangkan Kompetensi atau kemampuan
dalam mengampu agenda pembelajaran; dan

e. target peserta Pengembangan Kompetensi adalah ASN
yvang menduduki jabatan/melakukan tugas tertentu
namun mempunyai kesenjangan Kompetensi atau belum
memenuhi syarat untuk menduduki jabatan /melakukan
tugas dimaksud.

Sistem manajemen pembelajaran sebagaimana dilakukan
secara terintegrasi dengan sistem informasi manajemen
kepegawaian.

BAB VII

CAPAIAN PESERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

(1)

12)

(3)

(4)

(5)

Pasal 39

Capaian Pengembangan Kompetensi dapat diberikan dalam
bentuk Sertifikat yang diberikan oleh lembaga/instansi
penyelenggara pengembangan kompetensi.

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
[jazah,;

Sertifikat Kompetens:;

Surat Tanda Tamat Pengembangan Kompetensi;

Surat Keterangan; dan

sertilikat lainnya.

ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurul =
merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran
yang diperoleh melalui pendidikan formal sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dikeluarkan oleh Lembaga Diklat terkait.

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf b, merupakan bukti capaian kompetensi yang dimiliki
melalui Pengembangan Kompetensi dan dipercleh melalui
uji kompetensi serta dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang sesuai ketentuan yang terakreditasi.

<NV (=

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, merupakan bukl capaian kompetensi yang dimiliki
melalui Pengembangan Kompetensi dan diperoleh melalui
uji kompetensi serta dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang sesuai ketentuan yang terakreditasi.

(B} Bural . ..
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(6} Burat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
huruf d, merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan
bhagi peserta vang telah  menyelesaikan  program
Pengembangan Kompetensi dengan baik secara individual
maupun  kelompok pada kegiatan Pengembangan
Kompetensi yang dikeluarkan oleh BEPSDM/Perangkat

Daerah/Penyelenggara kegiatan Pengembangan
Kompetensi, dengan  ketentuan sesual standar
lembaga /instansi penyelenggara pengembangan
kompetensi.

(7} Sertifikat yang diterbitkan dapat berupa e-serfifikat atau
dicetak di atas blanko yang dikeluarkan oleh Perangkat
Daerah, Sertifikat diunggah pada aplikasi SIMPEG oleh
masing-masing peserta Pengembangan Kompetensi ASN.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

Monitoring dan  Evaluasi pengembangan  kompetensi
dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan
kompetensi dengan standar kompetensi Jabatan dan
Pengembangan Karier.

Pasal 41

Monitoring dan  Evaluasi  pengembangan  kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui
mekanisme penilaian terhadap:

a. kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi
dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan

b. kemanfaatan antara pelaksanaan pengembangan Kompetenst
terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja
pegawal.

Pasal 42

(1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan kompetensi
dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Kompetensi ASN.

(2) Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
terhadap pelatiahan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah maupun BKPSDM, terdin atas:

a. moritoring perencanaan;
b. monitoring pelaksanaan; dan
c. evaluasi kegiatan.

(3) BKPSDM melakukan pemonitoran atau pengawasan,
penilaian dan evaluasi atas penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi. Evaluasi hasil pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi  bertujuan  untuk  mengulur tingkat
keberhasilan pelakksanaan Pelatihan vang diselenggarakan.

(4] Evaluasi . ..
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(4) Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi meliputi:
a. Evaluasi peserta yang dilakukan oleh tenaga pengajar
dan panitia;
b. Evaluasi tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia
dan peserta; dan

¢. Evaluasi kinerja penyelenggaraan untuk dilakukan oleh
tenaga pengajar dan peserta; dan evaluasi Pelatihan.

(5) Ewaluasi  pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Laporan hasil pengawasan, penilaian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada
BKPSDM dalam bentuk laporan kegiatan danPerangkat
Daerah wajib melakukan pemberdayaan ASN pasca
Pelalihan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan
Tugas Belajar dan [zin Belajar Bagi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam, sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Wal Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Batam Nomor
7 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 30 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,




LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR 1 206 TAHUN 2024

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA T1
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
MELALUI BATAM CORPORATE
UNIVERSITY

A. Permohonan Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang
Melepaskan Jabatan

Batam, tgl/bulan/tahun
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perthal : Permohonan Izin Mengikuti
Seleksi Tugas belajar

Yth. Wali Kota Batam
i
Tempat

Bersama i dlsamp-sukfm bahwa saya yvang bertanda tangan di bawah ini:
Namza

TRDREITELE B T visssesmnnssmmss st s e s s i v s s i e
Pangkat, Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja/PD e i S A S R s R I S A i
MNo. Telp/HP R e T A S s Vo SR

Alamat Rumah ;:

dengan ini mengajukan permchonan izin kepada Wali Kota Batam untuk
mengikuti seleksi tugas belajar jenjang 51/82/53*) pada Program Studi...
Fakultas... ..Perguruan Tinggi... dengan mekanisme pcmbmyaan
melalui surn_i:lﬁr biaya......... fsp-nnsnr APBN;"APBD! Pemerintah Negara Asing/
Lembaga/Badan Swasta Nasional berbadan hukum /swadana/mandiri *).
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya sampaikan data scbagaimana
terlampir berikut ini:

Surat Rekomendasi Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;

Surat Rekomendasi Direktur RSUD (bagi jabatan dokter);

surat Rekomendasi Tkatan Dokter Indonesia (bagi jabatan dokter);

Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;

Surat Keterangan Izin dari atasan langsung;

Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;
Surat Pernyataan Pemuohon;

Sural Persctujuan dari Suami/Istri/ Orang Tua/Wali*);

Fotocopy Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir;
D Fotocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;

1. Fotocopy SKP minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian
sekurang-kurangnya bernilal baik; dan,

12. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya.

"‘DP?*’P‘F-“FF”P':"

Besar harapan saya permochonan ini dapat Bapak terima, atas perhatian dan
perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya.
Nama Lengkap

(NIF}
Coret vang tidak perlu )




B. Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Tidak Melepaskan
Jabatan

Batam, tgl/bulan/tahun
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Mengikuti
Seleksi Tugas belajar

Yth. Wali Kota Batam

c.q. Sekretaris Daerah Kota Batam
di_

Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S R I S i o A S R s
Tempat/Tgl. Lahir AR A A R A Y R Y s e s m oy
NI 77 e i e S R L A SR
Pangkat/Gol. RUAIE ! iicivverererinesiirennnssssnnnsnnssis s st sb st b snsim st asasr s bag susss
Jabatan O S B T ST RS S SN P N T SR e
Unit Kerja/PD O e b S R T R R SRR
No. Telp/HP T
Alamat Rumah B e e e e R A

dengan ini mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota Batam ¢.q. Sekretaris
Daerah Kota Batam untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar Biaya Mandiri yang
tidak melepaskan jabatan pada jenjang $1/82/53%) pada Program Studi...cceeinn.
Fakultas............Perguruan  Tinggl............ 55 (= dengan mekanisme
pembiayaan melalui sumber biaya swadana/mandiri.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya sampaikan data sebagaimana
terlampir berikut ini:

Surat Rekomendasi Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;

Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;

Surat Keterangan Izin dari atasan langsung;

Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;
Surat Pernyataan Pemohon;

Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Wali*);

Fotocopy Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir;
Fotocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;

Fotocopy SKP minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian
sekurang-kurangnya bernilai baik; dan,

10. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya.

ool i B ol Lo

Besar harapan saya permchonan ini dapat Bapak terima, atas perhatian dan
perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama Lengkap
(NIP)
Coret yang tidak perlu ¥)

WALI KOTA BATAM

MUKMAMMAD RUDI




LAMPIRAN T  : PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR 1 2OF TAHUN 2024
TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
MELALUI BATAM CORPORATE
UNIVERSITY

KOP SURAT PERANGKAT DAEARAH

SURAT REKOMENDASI

i [ o R
a. Dasar S 0 4 b R P o N b A T
b, Menimbang O o ST A T S e S A i o RS P BN
Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah............ memberikan rekomendasi kepada:
a. Nama R R R e VR T
b. NIFP S S S R R S R R
¢. Pangkat/Gol. Ruang 2 e e ea et b e g e e e e e an s s
d. Jabatan I R e o e e ey e e SR
e, Unit Kerja R e e T S S R A A S
Untulk :

1. Mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan (Tugas
Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri*} dan menurut pertimbangan kami bahwa
program Studi. ...y Falkalas ..o, Perguruan Tinggl .....ccccevvvennn.
5 s HNREe R R P yvang diilkuti oleh Sdr ... telah memenuhi syarat dan
sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatan organisasi serta rencana kebutuhan
organisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta
sikap dan kepribadian profesional pegawai.

2. Semua pembiayaan dalam proses seleksi menjadi tanggung jawab PNS
bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Batam, tgl/bulan/tahun
Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah

Nama Lengkap
NIP.

*| coret yang tidak perlu

WALI KOTA BATAM




LAMPIRAN [II : FERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR . 2% TAHUN 2024
TENTANG s PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
MELALUI BATAM CORPORATE
UNIVERSITY

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
NBIHO: i s irari

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Kerja/ Perangkat Daerah........ :
Nama ST S S PPN PP TSI S ey
NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Unit kerja

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr.
a. Tidak sedang:
1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiphin
sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani
pemberhentian sementara sebagal PNS;
4) Mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK);
5) Melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
6) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan; dan,
7) Dalam proses mutasi ke luar Pemerintah Kota Batam.
b. Tidak pernah:
1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu)
tahun teralhir;
2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau,
3) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
Batam, tgl/bulan/tahun
Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap
NIP.

WALI KOTA BATAM

=
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LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR tdos  TAHUN 2024

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGRUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
MELALUI BATAM CORPORATE
UNIVERIITY

A.Pernyataan Pemohon Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan
(APBN/APBD/Pemerintah Negara Asing/Lembaga/Badan Swasta Nasional
berbadan hukum)

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pangkat/Gol.Ruang PO —
Jabatan e R T S A e R S R e R e e
Unit kerja s e e R L e S RS

dengan ini menyatakan, bahwa untuk melanjutkan pendidikan dengan jangka

waktu Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang diberhentikan dan jabatan,

melalui mekanisme  pembiayaan APBN/APBD/Pemerintah Negara

Asing/Lembaga/Badan Swasta Nasional berbadan hukum *), saya bersedia;

a. Menjaga nama baik Pemerintah Kota Batam serta mentaau segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Melepaskan jabatan struktural/fungsional/pelaksana®) vang diamanatkan
kepada saya selama menjalankan Tugas Belajar;

c. Melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab dan
menyelesaikan pendidikan sesuail ketentuan waktu yang telah ditetapkan;

d. Melaporkan kondisi dan perkembangan kemajuan akademik secara berkala
(per semester) kepada Wali Kota Batam melalui BKPSDM dan ditembuskan ke
pimpinan unit kerja asal;

e. Menjalani ikatan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam selama 2 (dua)
kali masa pelaksanaan Tugas Belajar;

f. Selama menjalani ikatan dinas tidak akan mengajukan pengunduran dir
sebagai PNS dan pindah ke Pemerintah Daerah lainnya atau ke Pemerintah
Pusat:

g. Tidak akan menuntut jabatan/penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan
Tugas Belajar; dan,

h. Menerima sanksi administrasi apsbila terbukti melanggar peraturan vang
berlalou.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa adanya paksaan
dari pihak manapun, dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum
apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar.

Batam, tgl/bulan/tahun
Hormat Saya,

Materai 10.000;-

Nama Lengkap
NIP
*) coret yang tidak perlu




B. Pernyataan Pemohon Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Diberhentikan
Dari Jabatan (Swadana/Mandiri)

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ' :

UL e e AR R R W R S B S M
Pangkat /Gol. Ruang D S e A B S A e e
Jabatan :

Unit kerja

dengan ini menyatakan, bahwa untuk melanjutkan pendidikan dengan

mekanisme Tugas Belajar Biaya Mandiri (swadana) untuk jangka waktu Tugas

Belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang diberhentikan dari jabatan, saya bersedia:

a. Menjaga nama baik Pemerintah Kota Batam serta mentaati segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku

b. Melepaskan jabatan struktural/lungsional/pelaksana®) yang diamanatkan
kepada sava selama menjalankan Tugas Belajar Biaya Mandiri;

c. Melaksanakan Tugas Belajar Biaya Mandiri dengan penuh tanggung jawab
dan menyelesaikan pendidikan sesuai  ketentuan waktu yang telah
ditetapkan;

d. Menanggung seluruh biaya berkenaan dengan pendidikan dan tidak akan
mengajukan permohonan bantuan biaya/penggantian biaya pendidikan
kepada Pemerintah Kota Batam;

e. Melaporkan kondisi dan perkembangan kemajuan akademik secara berkala
(per semester] kepada Wali Kota Batam melalui BKPSDM dan ditembuskan ke
pimpinan unit kerja asal;

f. Menjalani ikatan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam selama 1 (satu)
kali masa pelaksanaan Tugas Belajar;

g: Selama menjalani ikatan dihas tidak akan mengajukan pengunduran diri
scbagai PNS dan pindah ke Pemerintah Daerah lainnya atau ke Pemerintah
Pusat;

h. Tidak akan menuntut jabatan/penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan
Tugas Belajar Biaya Mandiri; dan,

i, Menerima sanksi administrasi apabila terbukti melanggar peraturan vang
berlalu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa adanya paksaan

dari pihak manapun, dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum
apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar.

Batam, tgl/bulan/tahun
Hormat Saya,

Materai 10.000,-

Nama Lengkap
NIP
*) corel yang tidak perlu




C. Pernyataan Pemohon Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Tidak
Diberhentikan Dari Jabatan (Swadana/Mandiri)

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ing;

Nama 2

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Unit kerja S S R R R S e S S SR g R e

dengan ini menyatakan, bahwa untuk melanjutkan pendidikan dengan

mekanisme Tugas Belajar Biaya Mandiri (swadana) untuk jangka waktu Tugas

Belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang tidak diberhentikan dari jabatan, saya

bersedia:

a. Menjaga nama baik Pemerintah Kota Batam serta mentaati segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Menanggung seluruh biaya berkenaan dengan pendidikan dan tidak akan
mengajukan permohonan bantuan biaya/penggantian biaya pendidikan
kepada Pemerintah Kota Batam;

¢. Melaksanakan Tugas Belajar Biaya Mandiri dengan penuh tanggung jawab
dan menyelesaikan pendidikan sesual ketentuan waktu yang telah
ditetapkan;

d. Melaksanakan pendidikan Tugas Belajar Biaya Mandiri di luar jam kerja dan
tidak mengganggu tugas dan kedinasan sebagai PNS;

e. Melaporkan kondisi dan perkembangan kemajuan akademik secara berkala
(per semester) kepada Wali Kota Batam/Sekretaris Daerah Kota Batam
melalui BKPSDM dan ditembuskan ke pimpinan unit kerja asal;

f Tidak akan menuntut jabatan/penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan
Tugas Belajar Biaya Mandiri; dan,

o, Menerima sanksi administrasi apabila terbukti melanggar peraturan yang
berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa adanya paksaan

dari pihak manapun, dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum

apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar.

Batam, tgl/bulan/tahun
Hormat Saya,

Materai 10.000,-

Nama Lenglkap
NIP
WALI KOTA BATAM
B e
R ]
/.—-"
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LAMPIRAN V  : PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR : 208 TAHUN 2024
TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
MELALUI BATAM CORFORATE
UNIVERSITY

KOP SURAT UNIT KERJA/PERANGEKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN IZIN MENGIKUTI SELEKSI
MNOmHOT: . oiiviaissrers SR e

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama R S T B S T Ry T R N
NIP o A 8 T Rt B B T i P B gt i e
Pangkat/Gol. Ruang B A NS S S PR A A S
Jabatan R R e L s B A S e e T
Unit Kerja M o= Lot e By e gty ol i e e s Lo e
Dengan ini memberilcan izin lcepada

Nama T S S T S A e R e S R R
NIP e e S A e e T R S B N RS
Pangkat/Gol. Ruang RSB R R A A S S YR BN OB R E S
Jabatan A A e P R S R S S e
Unit Kerja e e e P e T R o e

Untuk mengikuti seleksi administrasi pengembangan kompetensi melalui jalur
pendidikan (Tugas Bclajarf Tugas Belagjar Biaya Mandiri*) pada:

Perguruan Tinggi T e eA AN SRR S A R e T T e e LA e e R R
Program Studi S R A DA A R B AR DB B SRR N AR s Pt
Jenjang FPenaBATam - v s fm s siie s s s s s s s 5 ey e

Adapun semua pembiayaan dalam proses seleksi menjadi tanggung jawab PNS
bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Batam, tgl/bulan/tahun
Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah

Nama Lengkap
NIP.

*| coret yang tidak perlu

WALI KOTA BATAM

ﬁ_——ﬂ_'::-
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LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMOR ¢ 205 TAHUN 2024
TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAG!
APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
MELALUI BATAM CORPORATE
UNIVERSITY

Format Permohonan Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya
Mandiri Kepada Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah

Batam, tgl/bulan/tahun

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Izin Mengikuti Seleksi
Tugas Belajar

Yth. Kepala Unit Kerja/PD

di_

Tempat

Bersama ini disampaikan ha_hwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama o
Tempat/Tgl. Lahir
NIFP T
Pangkat/Gol. Ruang s S S S TS S A S e e i
Jabatan B T A R S R S S S O B i
Unit Kerja

No. Telp/HP
Alamat Rumah

....................................................................................

dengan ini mengajukan permohonan izin Icepada Bapak untuk mengiluti seleksi Tugas

Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri*) jenjang 21/52/53%) pada Program Studi.. ;

Fakultas..........- Perguruan Tinggi... 0 PR R dengan mekanisme pemblayaan

melalui sumber biaya... {Epunsc-r APBN/APBD /Pemerintah Negara Asing/

Lembaga/Badan Swasta Nasional Berbadan Hukum /Swadana/Mandiri*),

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya sampaikan data sebagaimana terlampir

berilout ini:

. Burat Pernyataan Pemohon;

. Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Wali*);

. Fotocopy Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir;

. Fotocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;

. Fotocopy SKP minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-
kurangnya bernilai baik; dan,

6. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya.

Besar harapan saya permchonan ini dapat Bapak terima, atas perhatian dan perkenan

Bapak saya ucapkan terima kasih.

UL P Lo B

Hormat Saya,

Nama Lengkap
(NIP)
Coret yang tidalk perlu ¥}

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI




LAMPIRAN VII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR . 208 TAHMUN 2024

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM MELALUI BATAM
CORPORATE UNIVERSITY

Format Persetujuan Suami/Istri/Orang Tua/Wali
SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI/ORANG TUA/WALI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama £l sy resn
Tempat/Tanggal Lahir

Pelkerjaan

Alamat Rumah

No. Telp/Hp

Adalah suami/istri/orang tua/wali*) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Batam:

Nama

NIP

Jabatan

dengan ini menyatakan, bahwa saya menyetujui suami/istri/anak®) saya untuk
melanjutkan pendidikan dengan mekanisme Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya
Mandiri *) dan saya telah mengetahui ketentuan yang berlaku bagi PNS Tugas
Belajar /Tugas Belajar Biaya Mandiri*) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan kesadaran tanpa adanya paksaan
dari pihak manapun, dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum
apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar.

Batam, tgl/bulan/tahun
Hormat Saya,

Materal 10.000,-

Nama Lengkap

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA BATAM




LAMPIRAN VIHl : FERATURAN WALI KOTA BATAM
MOMOE ;o A65 TAHUN 2024

TENTANG : PENGEMBANCGAN KOMPETENSI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
D1 LINGEUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM MELALUI BATAM
(CORPORATE UNIVERSITY

A.Usulan SK Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Melepaskan
Jabatan

KOP SURAT UNIT KERJA/PERANGEAT DAERAH

Batam, tgl/bulan/tahun

Hal :  Usulan SK Tugas belajar
ALl icucarvimmnrrsssssssssssnnnnnnmnss

¥th. Wali Kota Batam
di_

BATAM

Bersama ini kami ssmpa_ﬂ-.an usulan Tugas Belajar a.n:
Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang

Jabatan

Unit Kerja

bahwa vang bersangkutan telah lulus seleksi untuk mengikuti Tugas
Belalar,f'[‘ugaf-; Belajar Biaya Mandiri*) yang melepaskan jabatan pada Perguruan
Tinggi........ .yang akan mengikuti program studi.. cveessene Pakultas
..................... Fergm"uan nggz d1.......,.,.,,-._d3ngan mekanisme
pembiayaan melalui ... [Spcnsor ﬂPEN fAPBD /Pemerintah Negara
Asing/ Lembaga/ Badan Swasta Nasional Berbadan
Hukum /Swadana/Mandiri®), mulai tanggal............ tahun ........... sampai
dengan tanggal.......c...... 71215y £ » (RPN T s

Sebagai bahan pertimbangan bagl Bapak, berikkut disertakan lampiran berkas
yvang bersangkutan, yaitu:
Surat Keterangan lulus seleksi dari perguruan tinggi:
Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berwenang;
Surat Rekomendasi Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;
Surat Rekomendasi Direktur RSUD (bagi jabatan dokter);
Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (bagi jabatan dokter);
Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;
Surat Keterangan Izin dari atasan léngsu_ng;
SQurat Permohonan Pemohon kepada Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;
Surat Pernyataan Pemohon;
. Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Wali®);
. Fotocopy Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir;
. Fotocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
. Fotocopy SKP minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian
sekurang-kurangnya bernilai bauk;
. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya; dan
. Surat izin Seleksi Tugas Belajar yang ditandatangani Wali Kota Batam.

p L A LT = o o
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Demikian disampailcan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah

Nama Lengkap
NIP.

*| coret yang tidak perlu




B, Usulan SK Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Tidak Melepaskan Jabatan
KOP SURAT UNIT KERJA/PERANGKAT DAERAH

Batam, tgl/bulan/tahun

Nomor
Hal :  Usulan SK Tugas Belajar
3 7 1 T SO

Yth. Wali Kota Batam
c.q. Sekretariz Daerah Kota
Batam
di
BATAM

Bersama ini kami sampaikan usulan Tugas Belajar a.n:

Nama x

NIP

Pangkat /Golongan Ruang

Jabatan

Unit Kerja :

bahwa yang bersangkutan telah lulus seleksi untuk mengikuti Tugas Belajar
Biaya Mandiri vang tidak melepaskan jabatan pada Perguruan

TINEH...ccivniniea YANE akan mengikufl program 5% 7 T 1 PR
Faloulag. o Perguruan Tinggl.......coiaii O R dengan
mekanisme pembiavaan melalui swadana/mandiri, mulai tanggale............
tahun ........... sampail dengan tanggal........... tahun ........oceeie.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, berikut disertakan lampiran berkas
yang bersangkutan, yaitu:

1. Surat Keterangan lulus seleksi dar perguruan tinggi;

2. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berwenang;

3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;

4. Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;

5. Surat Keterangan Izin dari atasan langsung;

6. Surat Permnohonan Pemohon kepada Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah;

7. BSurat Pernyataan Pemohon;

8. Surat Persetuyjuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Wali*);

9. Fotocopy Kartu Pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir;

10, Fotocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;

11. Fotocopy SKP minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian
sekurang-kurangnya bermilai baik; dan,

12. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya.

13.Surar izin Seleksi Tugas Belajar yang ditandatangani Wali Kota

Batam [ Sekretaris Daerah.




Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah

Nama Lengkap
NIP.

) coret yang tidak perlu

WALI KOTA BATAM

e

MUHAMMAD RUDI




LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR = Aps TAHUN 2024

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
Dl LINGEUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM MELALUI BATAM
CORPORATE UNIVERSITY

KOP SURAT BEKPSDM

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMIOT § evrreevcmmcensnarrnnes

P A I s cossvnsss TRDEE s sospmsss DM bus s ssssusmenenshALTOM Ly von» e - BIGE DOTTLEELY
di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini :

To Mammrm: 0000 e e e S S S e S N R A
NIP PR o
Jabatan : Kepala BRPSDM

Unit Kerja
Alamat Kantor

......................................................................

.....................................................................

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dalam hal ini mewalili Wali Kota
Batam,

2. Nama
Tempat, tanggal lahir 2
Pangkat, Gol. ruang
Jabatan
Kualifikasi Pendidikan
Unit Kerja
Alamat

......................................................................

......................................................................

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang lercantum dalam Peraturan Wali
Kota Batam Nomor..............Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi
Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Melalui
Batam Corporate University {CORPU), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar
dengan ketentuan scbagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
tugas belajar;

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang
diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2
PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan jenjang ........pada Program
[CEaE T I Fakilfas. e iecnnnranns pada Perguruan Ting_gi
UNIVErSIitas. .. cocdiivasiaiivas Hooreeenrene.yang  dimulai tanggal......tahun.........

sampai dengan tanggal..........oeeenn FAIUR




Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA berhak atas:

a.
B.

Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;

Pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah
dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK
KEDUA lalai dalam menjalankan kewajibannya.

(2) PIHAK KEDUA berhak atas:

.

b
C.
d
L=

Biaya tugas belajar;

. Kenaikan pangkat;

Kenaikan gaji berkala;

. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan,
. Masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

.

[0 N o

Membiayai tugas belajar disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah;

Memberikan kenatkan pangkat;

Memberikan kenaikan gaji berkala;

Memberikan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan,

Memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

L.

b.

Melepaskan jabatan struktural /fungsional / pelaksana™) vang
diamanatkan kepadanya;

Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain
yang ditunjuk sebelum menjalankan tugas belajar;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap semester
kepada Wali Kota Batam melalui BKPSDM Kota Batam dan
menyampaikan tembusannya ke unit kerja asal peserta tugas belajar;

. Melapor secara tertulis kepada Wali Kota Batam melalui BEPSDM Kota

Batam sctelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan hasil
tugas belajar berupa salinan sah ijazah beserta transkrip nilai, dan 1
(satu) rangkap karya tulis skripsi/tesis/disertasi;

Melaksanakan masa bakti / ikatan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam sekurang-kurangnya 2 kali masa pelaksanaan tugas belajar; dan,
Membayar sejumlah ganli rugi atas biaya pendidikan yang telah
dikeluarkan apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang
harus dilaksanakannya, tidak memperoleh hasil sewajarnya dalam waktu
yang telah ditentukan, tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena
kelalaiannya serta tidak melaksanakan seluruhnya atau sebagian masa
ikatan dinasnva.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pembenan tugas belajar apabila PIHAK
KEDUA ridak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri atau
adanya kepentingan dinas atau adanya kondisi diluar kemampuannyva.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tdak dapat alih status, mengundurkan diri, atau mengajukan
pindah antar unit kerja/instansi lain selama menjalankan masa ikatan dinas.

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi;

.

b.

Hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlalau;

Mengembalikan /menyvetor ke kas negara/kas daerah sejumlah biaya vang
telah dikeluarkan selama tugas belajar.

[2) Sanksi sebaimana dimaksud ditanggung clehh PIHAK KEDUA juga oleh
keluarga.




Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihak
dapat mempedomani Peraturan Wali Kota Batam Nomor............tahun 2024
tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam Melalui Batam Corporate University (CORPU).

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan pihak
lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA,
Materai Rp. 10.000,- Materai Rp, 10,000,-
Nama terang Nama terang

NIP, NIP.

WALI KOTA BATAM

-

—
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LAMPIRAN IX : PERATURAN WALI KOTA BATAM

NOMCE 1 JOC  TAHUN 2024

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAC] AFARATUR SIPIL NEGARA 1
LINGEUNGAN PEMERINTAI KOTA
BATAM MELALUI BATAM
CORPORATE UNIVERSITY

A. Keputusan Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Melepaskan

Jabatan

Menimbang

Mengingal

KOP WALI KOTA BATAM

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR: KPEG. TAHUN 20xx

TENTANG

TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PROGRAM STUDI -....o.cciviinniivnnenss FARULTAS. e
PERGURUAN TINGGIL....cccviriavrrnnanas Dloceniiiiis

wL W B

WALT KOTA BATAM

bahwa dalam rangka upaya peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota
Batam dapat dilakukan melalui pembenian tugas
belajar;

bahwa berdasarkan hasil seleksi, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) atas mama ..o telah lulus seleksi dan
diferima mengikuti Tugas Belajar pada Program
Studi...........Fakultas............Perguruan  Tinggl..........

BARWE SAF. iovesvsieeseresansennsso. sSebagai PNS Pemerintah
Kota Batam, telah memenuhi syarat administrasi untuk
mengikuti Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam
ketentuan  Peraturan Wali Kota Batam Nomor......
Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi Bagl
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam Melalui Batam Corporate University (CORPUJ;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huraf ¢ dan Nota
Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Batam  Nomor
tanggal e, periu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tugas belajar kepada
Pegawai Negeri Sipil pada Program BTl s
Fakultas... .. Perguruan Tinggt...... di ..
Undang- Undang Nomor...undang-undang yang reievan,

Peraturan Pemerintah Nomor....peraturan yang relevan;
Peraturan Presiden Nomor........peraturan yang relevan;
Keputusan Menteri Nomor...... keputusan yang relevan;

Bl s R A AT R peraturan yang relevan.




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ly

Surat Edaran Menteri Nomor
Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor

DSt e SUral yang relevan dan terkait.

MEMUTUSKAN

TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PROGRAM STUDI.......... FAKULTAS..........

PERGURUAN TINGGI...............DI ... ...

Tugas belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Program
St eiienne. Fakultas .....coocvreee- Perguruan Tingg
v @iceieennnsn.. diberikan kepada:

Mamid. = Descsscsssieeiamneasiisse e

NIP = S

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Pangkat T

Golongan e RS Ay ae T
Ruang

Jabatan D e e A S A

Unit Kerja S 0 i S TP Syt S

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU mulai berlaku pada tanggal .............. dan
digelesaikan dalam masa sesuai kurikulum pendidikan
secara tepal wakitu pada tanggal ...ocovvvvneiinnen,

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
DIEKTUM KESATU dibebaskan dari jabatan sejak vang
bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Semua  pembayaran tunjangan dihentikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Tunjangan Umum dihentikan apabila Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan menjalani Tugas belajar
lebih dari 6 (enam) bulan, maka pembayaran
tunjangan umum dihentikan terhitung mulal bulan
ke-7 (ketujuh).

b. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan
struktural karena Tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan, maka dihentikan pembayaran tunjangan
jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan
berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan
dari jabatan strukturalnya.

c. Pejabai fungsional yang dibebaskan sementara dari
jabatannya karena Tugas belajar untuk janghka waktu
lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan
fungsional dihentikan mulai bulan ke-7 (ketujuh).




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

d. Tambahan Penghasilan Pegawai (TFPP} dihentikan
pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya
setelah yang bersanglkutan melaksanakan tugas
belajar.

Pembiayaan tugas belajar bersumber

Setelah menyelesaikan tugas belajar, Pegawai Negeri
Sipil dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib
melaporkan kepada Wali Kota Batam melalui Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam dan ditembuskan ke Unit
Kerja/Perangkat Daerah PNS Tugas Belajar dan
melaksanakan itkatan dinas selama dua kali masa tugas
belajar (2n) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal......ooivivimiinn
WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI




B. Keputusan Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Tidak Melepaskan
Jabatan.

KOP SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : ........

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERT 3IPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam dapat dilakukan melalui pemberian
Tugas Belajar Biaya Mandiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan Surat Dinas Kepala
Badan Kepcgawaian dan Pengembangan Sumber
Dava Manusia Kota Batam Nomor .............. tanggal
................... .,  perlu menetapkan Keputusan
Selretaris Daerah Kota Batam tentang Pemberian
Tugas Belajar Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingal ¢ 1. Undang-Undang Nomor............undang-undang yang
relevan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor............. peraturan yang
relevan;
3. Peraturan Presiden Nomor.................peraturan yanyg
relevan;
Keputusan Menteri Nomor......ooon. keputusan yong
relevan;
L e peraturan yang relevan
Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menter NOmor. oo eceeesveeenrnresenenes :
2. Surat Edaran Wali Kota Batam Noemor...................}
3. Dst,............... surat yang relevan dan terkait.
MEMUTUSKAN
Menetapkan c PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

KESATU : Memberikkan Tugas Belajar Biaya Mandiri kepada
Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan .

KEDUA : Seluruh biaya berkenaan dengan pendidikan
sepenuhnya menjadi tangorungan PNS bersangkutan,
tanpa biaya penggantian dari Pemerintah Kota Batam.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

2.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan perkuliahan
dilakukan di luar jam kerja dan tidak boleh
mengganggu tugas pokok dan kedinasan sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

Melaporkan kemajuan akademik kepada Wali Kota
Batam /Sekretaris Dagrah melalui Badan
Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam dan ditembuskan ke unit kerja
masing-masing.

Pendidikan tidak menjadi dasar bagi Pegawai Negeri
Sipil tersebut untuk mendapatkan jabatan tertentu
dan/atau penyesuaian ijazah.

Setelah menyelesaikan Tugas Belajar Biaya Mandiri,
PNS bersangkutan wajib segera melapor kepada Wali
Kota Batam melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
dan ditembuskan ke unit kerja masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal ........ccocvainmiieninns
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

JEFRIDIN

WALI KOTA BATAM

.-"'"-'_'_'_'_'_-_-_\-__‘-

-

MUHAMMAD RUDI




LAMPIRAN X : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG : PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM MELALUI BATAM
CORPORATE UNIVERSITY

Format Pengaktifan Kembali Setelah Selesai Tugas Belajar
Batam, tgl/bulan/tahun

Hal : Permohonan Pengalktifan
Kembali Setelah Selesai Tugas
Belaiar 8l cannsismsnai

Yith, Wali Kota Batam
di
BATAM

Saya yang bertanda tangan cilhawah ini:

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

NIP

Dengan ini melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan tugas belajar pada
Perguruan Tinggl Universitas .......c.occevvvivnines @1 ceinnns . dengan Program
T FPakalras ..copvenensn dengan lama studl tugas belajar selama
...... tahun ...... bulan sesual deng&m Keputusan Wali Kota Batam No.

PR (=1 7=,/ | DO 7 - (- T T T

Selanjutnya saya menyatakan kesiapan untuk ditempatkan kembali bekerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dan sebagai bahan laporan saya lampirkan
dokumen sebagai berilout:

Potecapy Damah N s i R D S T e SR e s
Fotecony Trati ki INTEod -o i s i i SN sy

Surat Keterangan Lulus;

Foto Copy SK Tugas Belajar; dan,

Salinan Skripsi/Tesis/Desertasi.

Besar harapan saya permohonan ini dapat Bapak terima, atas perhatian dan
perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih,

o BB

Hormat Saya,

Nama Lengkap
NIP.

WALI KOTA BATAM

P
-

S

MUHAMMAD RUDI




LAMPIRAN X1

NOMOR
TENTANG

: PERATURAN WALI KOTA BATAM

TAHUN 2024

| PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA T
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM MELALUT BATAM

CORFORATE UNIVERSITY
Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi
No. |Bentuk dan Jalur Deskripsi Dasar Hasil yang
Pengembangan Pertimbangan Diharapkan

A. Pendidikan |

1. | Pendidikan Tinggt | Proses belajar untuk Dipersyaratkan Pemeniithan
Jenjang meningkatican oleh jabatan kualifikasi
diploma/81/82/ | pengetahuan dan Diproyeksikan pendidikan dan
53 keahlian PNS melalui peningkatan Pengetahuan

pendidikan tinggi formal karier/ seslai
sesuai denga ketentuan menduduki Standar
peraturan perundang: Jjabatan yvang lebih| Kompetensi
undangan yang mengatur | tinggi. Jabatan,
mengenai Tugas belajar Pengembangan
bagl PNS. Karier, dan
persyaratan
jabatan atau
persyaratan untuk
menduduki
jabatan yang lebih
= inggl.
E. | Pelatihan J ——
1. | Klasikal/Blended
| learning o .

1. | Pelatihan Program peningkatan | Kesenjangan Femenuhan
Strukturatl pengetahuan, Kompetensi kompetensi
Kepemimpinan keterampilan, dan sikap | Manajerial. pengelolaan

I- perilaku = PNS  untuk | Dipersyaratkan pekerjaan dan
memenuhi kompetensi | gleh jabatan. sumber daya
Kepemimpinan — melalul | Diproyeksikan sesUal
proses pembelajaran | peningkatan persyaratan
secara mtensif karier/ Jabatan atay
menduduki Menduduki
jabatan yg lebih | jabatan yang
tinggi. lebih tinggi.
' 2. Pelatihan Program peningkatan Kesenjangan Pemenuhan B
Manujerial pengetahuan, kompetensi teknis | kompetensi
Keterampilan, dan sikap managjenial, manajerial bidang
perilaku PNS untuk Dipersyaratkan kerja sesual dengan
memenuhi kompetensi oleh jabatan. persyaratan
teknis manajerial bidang jabatan.
kerja melalui proses
pembelajaran
secara intensif.




memenuhi Kompetensi
Sosial Kultoral melahi
proses pembelajaran secara
intensii.

Keterampilan, dan
sikhap perilaku
PNS terkait
Kompetensi Sosial
Kultural
Dipersyarathkan
oleh iabatan.

No.|Bentuk dan Jalur| Deskripsi Dasar Hasil yang
Pengembangan Pertimbangan Diharapkan
3., |Pelatihan teknis Program peningkatan Kesenjangan Pemenuhan
pengetabuan, kompetensi teknis | kompetensi
l' Keterampilan, dan sikap Dipersyaratian substantif teknis
perilaku PNS untuk oleh jabatan. sesuni  dengan
memenuhi kompetensi Diprovelsikan tuntutan ,
penguasaan substantifl untuk kebutuhan jahatan
bidang kerja melalui peningkalan dan bidang kerja.
proses pembelajaran karier.
secara intensif.
| 4, Pelatihan Program peninglatan Kesenjangan Pemenubian
Fungsional pengelahuan, kompetensi pengetahuan
Keterampilan, dan sikap fungsional. dan/atau
perilaku PNS untuk Dipersyaratkan penguasaan
| memenuhi kompetens] oleh jabatan. keterampilan
penguasaan bidang tugas | Diproyeksikan sesuai kebutuhan
yang terkait dengan JF pengembangan JF.
melalui proses karier.
pembelajaran
secara intensif.
5, IPelatihan sosial Program peningkatan Kesenjangarn Pemeruhan
tuaral pengetabuan, kompetensi terkait) kebutuhan
Keterampilan, dan sikap pengetahuan pengetahuan,
perilaku PNS untuk dan/atau keterampilan, dan

sikap perilaku PNS.

i SEDJEE&I,"

konferensi/
sarasehan

Pertemuan  dmiah uniok
meningkatkan kompetensi
lerkail peningkatan
kinerja dan karer yang
diberikan oleh
pakar/praktisi untuk
mempercleh pendapat
para ahli mengenai
sesualy permasalaban
Bidang actual tertentu
yang

Relevan dengan bidang
tugas atau kebutuhan
pengembangan karier
PNS.Fokus kegiatan ini
untuk memperbarui
pengetahuan terkini.

Pemenithan
kebutuhan
pengetahiuan,
Keterampilan,dan
silsap perilaku PNS.




No. Bentuk dan Deskripsi Dasar Hasil yang
Jalur Pertimbangan Diharapkan
Pengembangan ——

7. | Workshop Pertemuan  ilmiah untuk| Kesenjangan Pengetahuan dan/
atau meningkatkan kompetensi| kinerja dtau keterampilan
lokakarya terkait peningkatan Kesenjangan baru yang dapat

kinerja dan karier yvang kompelensi lerkail | menghasilkan
diberikan oleh pengetahuan f motivasifide baru
pakar/praktisi. keterampilan untuk

Fokus kegiatan ini untuk | sesuai topik meningkatkan
meningkatkan workshop atau kinerja atau bagi
pengetahuan tertentia lokakarya. pengembangan
yang relevan dengan Pengembangan karier.

bidang tugas atau karier PNS.

kebutuhan dalam

pengembangan karier

dengan memberikan

penugasan kepada

peserta untuk

menghasilkan produk

tertentu selama kegiatan

berlangsung dengan

petunjuk prakiis dalam

penyelesaian produk.

8. | Kursus Kegiatan pembelajaran Kesenjangan Pengetahuan dELIlI.I"II
terkait suatu Kinerja. atau keterampilan
pengetahuan atau Kesenjangan baru yang dapat
keterampilan dalam kompetensi terkait | menghasilkan
waktu yvang relatif singkat.| pengetahuan/ motivasi/ide baru

keterampilarn. untuk

Pengembangan meningkatkan

karier PNS. kinerja atau bagi
pengembangan
karer.

9. | Penataran Kegiatan pembeiajaran Kesenjangan Peningkatan
untuk meningkatkan kinerja. pengetahuan dan
pengetahuan dan Pengembangan karakter PNS
karakier PNS dalam karier PNS, segual luntutan
bidang tertentu dalam bidang kerja.
rangka meningkatkan
kinerja organisasi.

10.| Bimbingan Kegiatan pembelajaran Kesenjangan Peningkatan
teknis dalam rangka kinerja. pengetahuan dan |

memberikan bantuan Kesenjangan karakter PNS
uniuk menvelesaikan kompetensi terkait | sesuail tuntutan
persoalan/masalahyang | pengetahuan/ bidang kerja.
bersifat khusus dan keterampilan.
teknis. Pengembangan

L karier PNS.




Bentuk &an_

memasyarakatkan suatu
pengetahuan dan/fatau
kebijakan agar menjadi
lebih dikenal, dipahami
dan dihayati oleh PNS,

organisasi.

b. Pengembangan
karier PNS
Pengetahuan
dan fatan
kebijakan sesuai
tuntutan bidang

Deskripsi Dasar Hasil yang
Jaluar i Pertimbangan Diharaphkan
Pengembangan z
Sostalisasi Kegiatan ilmiah untuk a. Keburuhan Peningkalan

pengetahuan pada
suatu
pengetahuan
dan/atau
kebijakan sesual
tuntutan bidang
kerja.

| kerja.
MNon-Klasikal
II. i — —
1. lepaching Pembimbingan fa. Kesenjangan Pengetahuan dan/
J peningkatan kinerja kinerja kecil atau keterampilan
melalul pembekalan karena motivasi | baru yang dapal
kemampuan kurang atau menghasilkan
memecahkan kejenuhan. motivasijide baru
permasalahan dengan b, Kebutuhan dalam
mengoptimaltkan potensi Pengembangan | penyelesaian
diri karier. pekerjaan alau
pencapaiarn
pencembangan
karier.
2. [Mentoring Fembimbingan Kesenjangan Pengetahuan dan/

peningkatan kinerja
melalui transfer

kinerja yang tinggi
karena kurang

atau keterampilan
baru yang dapat

pengelahuan keterampilan/ menghasilkan

pengalaman dan keahlian dan pengetahuan

keterampilan dari orang pengalaman. teknis dan

vang lebih Kebutuhan rujukan

berpengalaman pada Pengembangan pengalaman baru

bidang yang sama karier. dalam

penyelesaian

pekerjgan.

3. |E-Learning Pengembangan Keszenjangan Pemenuhan
kompetensi PNS yang kompetensl terkait] kompetensi teknis
dilaksanakan dalam pengetalhiuan  dan sesual tuntutan
bentuk pelatihan dengan | keterampilan jabatan dan
mengoplimalkan teknis. bidang kerja.
penggunaan teknologi PNS yang| Pengetahuan baru
informasi dan bersangkutan vang dapat
komunikast untuk memiliki kesiapan| menghasilkan
mencapai tujuan dan kompetensi motivasi/ide baru
pembelajaran dan mengikuti proses untuk
peningkatan g-learning. meningkatkan
Kinerja Pengembangan kinerja atan bagi

karier PNS. pengembangan

Lkarier berikutnysa.




No. Bentuk dan Deskripsi Dasar Hasil yang
Jalur Pertimbangan Diharapkan
Pengembangan I
4. [Pelatihan jarak Proses pembelajaran . Kesenjangan Pengetahuan baru
Jjauh secara lerstruktur kinerja. vang dapat

dengan dipandu oleh b. Kesenjangan menghasilkan

penyelenggara pelatihan kompetensi motivasi/ide baru

secara jarak jauh terkait untuk

' pengetahuan dan | meningkatkan
keterampilan. kinerja atau bagi
c. Pengembangan pengembangan

karier PNS. karier berkutnva.

3. | Detasering Penugasan/penem patan | a. Kepemilikan Pengalaman dan
(secondment) PNS pada suatu tempat kompetensi peningkatan

untuk jangka waktu sesual  jabatan | kompetensi
tertentu yang akan diisl | menangani
sementara tantangan pada
b. Kebutuhan unit kerja baru
transfer of
knowlegde,
keahlian  (skill)
dan pengalaman
dar PNZ
ke lingkup unit/
organisasi baru.

6. | Pembelajaran Pembelajaran melalui a. Menunjukkan Pengembangan
alam terbuka simulasi untuk memenuhi| potensi PNS | karakter PN3
{outbond) kebutuhan organisasi dan dalam digsesuailkan

pengembangan kapasitas membangun dengan
PNS semangat rnilai-nilai dan
kebersamaan, tuntutan bidang
memaknai kerja
kebajikan  dan
keberhasilan
bagi diri dan
orang lain,
b. Memaknai
pentingnva
peran ‘kerja
SaImH, sinergi
dan
keberhasilan

bersama.




No. Bentuk dan Deskripsi Dasar Hasil yang
Jalur Pertimbangan Diharapkan
Pengembangan
7. | Patok Banding Kegiatan dalam Diperlukanbagi | Peningkatan
(benchmarking} | mengembangkan peninglkatan pengetabuan,
| kompetensi dengan cara kemampuan keterampilan dan
membandingkan dan dalam sikap dalam
mengukur suatu kegiatan penyelesaian menyelesaikan
prganisasi lain vang tugas jabatan tugas.
mempunyal karakteristik
sejenis
B Pertukaran PNS | Kesempatan kepada PNS | a. Kesenjangan Pemenuhan
dengan pegawai | untuk menduduki jabatan kinerja. kompetensi teknis
swasta/badan tertentu di sector swasta | b. Kesenjangan sesiai tuntutan
Usaha milik sesual déngan kompetensi jabatan dan
negara/badan persyaratan kompetensi terkail bidang kerja |
usaha milik pengetahuan/ Pengetahuan baru|
daerah keterampilan yang dapat
dan soft menghasilkan
competency. motivasifide baru
c. Kebutluhan untuk
organisasi/ meninogkatkan
pengembangan | kinerja atau bag
karicr PNS pengembangan
karier beritkutnva.
. | Belgjar Mandiri | Upaya individu PNS | Diperlukan bagi Peningkatan
(self dalam mengembangkan | peningkatan pengetabuar,
tevelopment) kompetensinya melalui | kemampuan keterampilan dan
proses secara Mandirl | dalam sikap dalam
dengan memaniaatkan | penyelesaian tugas | menyelesaikan
sumber pembelajaran | jabatan Lugas,
vang tersedia
10, | Komunitas Merupakan sualw | Diperlukan bagi Peningkalan
belajar perkumpulan beberapa | peningkatan pengetahuan,
[community orang PNS yang memiliki kemampuan keterampilan dan
nractices/ tjuan  untuk  saling | dalam sikap secara
networking) menguntungkan dalam | penyelesaian tugas | bersama-sama
berbagi pengetahuan, |jabatan
keterampilan dan
silkap perilaku PNS
sehingpga mendorong
terjadiﬁ}ra proses

pembelajaran.




No. Bentuk dan Deskripsi Dasar Hasil yang
Jalur Pertimbangan Diharapkan
Pengembangan
11, | Magang/pralkti | Proses pembelajaran | Kesenjangan Pengalaman atau
k kerja untuk memperoleh dan | kompetensi terkait | keahlian bidang
menguasai keterampilan | kompetensi teknis | Tertentu hasil
dengan melibatkan diri | yang memerlukan | pelaksanaan
dalam proses pekerjaan | praktik langsung. | pekerjaan
tanpa atau  dengan | Kesenjangan ditempat praktik
petunjuk orang yang | kinerja. kerja/magang
sudah terampil dalam
pekerjaan itu (learning
by doing), Tempat
magang adalah unit yang
memiliki tugas dan
fungsi yang relevan
dengan bidang tugas
PNS  praktik kerja/
meagang.
WALI KOTA BATAM
P
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